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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya
Proceeding Konferensi Nasional “Innovatie Governance”. Proceeding yang merupakan
kumpulan dari makalah (paper) konferensi ini, merupakan kegiatan yang diselenggarakan
dalam rangkaian ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual Conference pada
Juni 2012 yang lalu. Seminar yang mengusung konsep Innovative Governance  ini
membahas fenomena-fenomena dalam administrasi publik baik secara teoritis maupun
praktis yang terbagi menjadi enam (6) tema besar, meliputi: Ideologi dan Kepemimpinan,
Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Kesejahteraan Sosial, Public Services and Utilities,
serta Community, Sustainable and Development.
Kepemimpinan dan Ideologi membahas mengenai peran kepemimpinan yang efektif
dalam pembangunan. Kebijakan publik berbicara mengenai implementasi kebijakan di
beberapa substansi kebijakan, aktor-aktor kebijakan serta dinamika kebijakan. Manajemen
publik menyajikan berbagai pembahasan mengenai pengelolaan organisasi publik dalam
upaya menjamin kualitas pelayanan publik. Hal ini terkait juga dengan perencanaan,
pengorganisasian serta pengendalian fungsi manajemen publik. Kesejahteraan sosial (social
welfare) menyangkut pembahasan mengenai upaya memberikan jaminan kesejahteraan
kepada masyarakat seperti melalui asuransi maupun konsep zakat. Public Services and
Utilitiesmembahas mengenai pengembangan pelayanan public melalui pembangunan
infrastruktur (ekonomi, sosial), jejaring sosial serta kinerja pelayanan itu sendiri. Sedangkan
tema Community, Sustainable and Developmentmengangkat mengenai upaya membangun
masyarakat di berbagai sisi (ekonomi, sosial dan lingkungan) baik melalui empowerment,
environmental management maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan
saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan
buku ini.Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan
serta dalam penyusunan jurnal ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa
meridhai segala usaha kita. Amin.
Ketua Umum
ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual Conference 2012
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Abstrak:Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan di tingkat
desa yang berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Fenomena menunjukkan bahwa
peran BPD dalam mewadahi aspirasi di tingkat grassroot ternyata tidak berjalan sesuai
harapan. Peran BPD hanya sebagai lembaga formal untuk melegalkan produk peraturan
desa. Kajian ini menjadi penting mengingat pemberdayaan masyarakatlahir dari tingkat
lokal/desa. Permasalahannya adalah bagaimana pola keterwakilan masyarakat dalam BPD
agar produk-produk legislasi yang dihasilkan desa mewadahi aspirasi masyarakat.
Permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan teori peran dan teori perwakilan politik.
Analisis pola keterwakilan BPD ini meliputi mekanisme penyaluran aspirasi warga, pola
hubungan wakil dan terwakil, serta tanggapan wakil terhadap warga. Adapun manfaat
kajian ini adalah mendeskripsikan pola keterwakilan masyarakat dalam BPD.
Analisis ini menemukan bahwa produk legislasi BPD dalam bentuk peraturan desa
belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Produk yang dihasilkan baru bersifat rutin dan
mengatur, artinya peraturan desa ini sifatnya baku dan harus ada. Inisiatif peraturan desa
lebih banyak dari kepala desa, dan belum mencerminkan kemandirian BPD dalam
memberdayakan warga. Keterwakilan BPD melalui pola pengangkatan ini secara psikologis
mempengaruhi pola hubungan antara BPD dengan kepala desa sebagai mitra kerja.
Tanggapan BPD terhadap isu yang berkembang di masyarakat seringkali di filter oleh
kepentingan individu atau kelompok, seringkali isu lokal tidak dibahas dalam rapat-rapat
BPD. Oleh karena itu sulit diharapkan di tingkat demokrasi yang benar-benar bisa
mewadahi aspirasi warga, akibatnya lahir demokrasi struktural yang sifatnya statis di
tingkat lokal. Tipe perwakilan yang terjadi dalam BPD ini mengarah padatipe wali, di mana
pola komunikasi antara wakil dan warga masih sebatas hubungan formal. BPD yang
seharusnya menggerakkan masyarakat masih terbelenggu oleh pola hubungan formal.
KataKunci: BPD, Pemberdayaan Masyarakat, Pola Keterwakilan, Tipe Wali, dan
Demokrasi Struktural
Pendahuluan
Desa merupakan salah satu komponen dimensi struktural penyelenggaraan otonomi
daerahyangmemegang peranpenting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat (baca: desa)merupakan faktor penting dalam upaya mentransformasikan
semuapotensi pertumbuhandesa menjadi kekuatan nyata. Hal ini penting untuk melindungi
dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan yang ada pada seluruhaspek kehidupan
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desa. Ditinjau dari struktur organisasi pemerintahan, desa sebagai organisasi pemerintahan
terendah selain berperan dalam penguatan ekonomi rakyat, pematangan budaya, dan
pemantapan agama; desa juga harus diberdayakan seoptimal mungkin. Mengingat peran
strategis desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka pemberdayaan ini
pentinguntukmembangun kemandirian dan memperkuat posisi bargaining desa ketika
berhadapan dengan kepentingan atau kekuatan supra desa.
Pemberdayaan desa dapatdilakukan dengan berbagai cara, di antaranya
mengoptimalkanperanBadan PermusyawaratanDesa (BPD) yang dalam tugasnya bersama
dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Secara legal, Undang-Undang No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerahmengakui adanya otonomi yang dimiliki desa, dan
otonomi desa ini dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwujudan
demokrasi.UU No. 32/2004 menyatakan bahwa:
“Otonomi desa adalahhak dan kewenangan untuk mengatur dan
menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempatyang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada
diDaerahKabupaten”.
Secara formal juga diatur bahwa keanggotaan BPD terdiri dariwakilpenduduk yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakilyang dimaksud dalam hal ini adalah
penduduk desa yangmemangkujabatan seperti: Ketua RW, pemangku adat, dan tokoh
masyarakat lainnya. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD dengan masa jabatan
6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.Posisi strategis
BPD sebagai wakilmasyarakat ini sangat ideal bila dapat menggunakan wewenangnya untuk
kemaslahatanmasyarakat.
Salah satuindikatorkinerja BPD dalam menggunakan wewenang ini dapat dilihat dari
jumlah produk Peraturan Desa yang dihasilkan. Permasalahananya sebagian besar produk
kebijakan desa yang bersifat mengatur dalam bentuk Peraturan Desa ini sifatnya hanya
mendasar. Misalnya: Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa, Peaturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Kepala Desa, Peraturan Desa tentang Lomba Desa, dll.yang sifatnya
belum menyentuh pemberdayaan masyarakat.
Keanggotaan BPD inidapat dianalogikan sebagai wakil rakyat yang diangkat; yang
secara tidak langsung merupakan cermin demokrasi di tingkat grassroot selain pilkades.
Padahal sistem pada tataran mikro ini bila dibenahi, maka akan lebih menyentuh langsung
pemberdayaan masyarakat karena BPD lah yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat.
Makalah ini berusaha menganalis pola keterwakilan masyarakat dalam BPD.
Pola Keterwakilan Masyarakat
Perwakilan politik menurut Alfred de Gracia dalam Sanit (1985:1) menyatakan adanya
hubunganantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil di mana wakil memegang
kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenan dengan kesepakatan yang
dibuatnya dengan terwakil. BPD merupakan merwujudan konsep perwakilanrakyat, yang
keanggotaanyaditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Rakyat sebagai pihakyang
diwakilibertempat tinggal di suatu daerahtertentu (RW), sedangkanwakiladalah penduduk
desa yangmemangkujabatan seperti: Ketua RW, pemangku adat, dan tokoh masyarakat
lainnya. Lebih lanjut Pitkin dalam Surbakti (1992:174) membedakan adanya dua tipe
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perwakilan rakyat ditinjau dari segi keterkaitan antara wakil rakyat dan keinginan rakyat,
yaitu:
1. Perwakilan tipe delegasi (mandat), yang berciri adanya wakil rakyat sebagai corong
keinginan rakyat. Wakil harus menyuarakan apa saja keinginan rakyat yang
diwakili, dan sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk berbicara lain dari apa
kehendak konstituen. Kehendak konstituen ini diketahui melalui kontak langsung
secara periodik. Keinginan yang harus diikuti wakil rakyat adalah suara mayoritas
konstituen. Bila dalam pengambilan keputusan, wakil rakyat tidak sependapat
dengan keinginan pemilihnya; maka wakilmempunyai pilihan untuk mengikuti
keinginan pemilih atau mengundurkan diri.
2. Perwakilan trustee (independen), berciri adanya wakil rakyat dipilih berdasar
pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan mempertimbangkan
secara baik(goodjudgment). Ada kebebasan dalam berpikir dan bertindakuntuk
memperjuangkan kepentingan rakyat.
Secara praktik jarang terjadi kedua tipe ini diterapkan secara murni.
Gelbert Abcarian dalam Sanit (1985:228-229)menyatakan adanya 4 tipe hubungan antara si
wakil dengan wakilnya, yaitu: 1) wali (trustee), 2) utusan (delegate), (3) politico, dan 4)
partisan.Tipe wali (trustee), wakil cenderung bertindak bebas atas nama kepentingannya
sendiri sehingga seorang anggota BPD dapat mempergunakan pertimbangan dan
kepentingannya sendiri untuk memberikan persetujuan pada proses pengambilan kebijakan
desa. Berbeda dengan tipe utusan (delegate) yang mengharuskan anggota BPD mengadakan
konsultasi secara kontinu kepada pihak yang diwakilinya. Tipe politico merupakan gabungan
tipe wali(trustee) danutusan(delegate) di mana orientasi wakil disesuaikan dengan isu yang
dihadapi; sedangkan tipe partisan, wakil cenderung berorientasi kepada organisasi politik
yang menggerakkan dukungannya.
Lebih lanjut seorang wakil menurut Sanit (1985) mempunyai fungsisebagai: (1)
Pembuat peraturan, (2) Keuangan, (3) Pengawasan, dan (4) Pemilihan Pejabat. Selanjutnya
Eulau dan Wahlke (1978:74) menyatakan pentingnya mekanisme penyusunan kebijakan
dalam The Simple Demand-Output Model, di mana core analisis badan perwakilan terletak
pada proses komunikasidi antara berbagai bentukkepentingan yang terjadi. Kebijakan
menurut Eulau dan Wahlke dihasilkan karena adanya permintaan/interest/aspirasi
masyarakat sebagai input proses kebijakan. Lebih lanjut terkait dengan keterwakilan ini,
Sanit (1985) menyatakan bahwa tanggapan wakil terhadap interest juga perlu diperhatikan.
Ada 4 komponen tanggapan wakiluntuk membangun keterwakilan politik secara
komprehensif, yaitu tanggapan dalam bidang:
1. kebijakan, berkaitan dengan hubungan wakil dan terwakil dalam pilihan kebijakan yang
didukung oleh wakil, terkait pula tuntutan/kehendak terwakil dengan tingkah laku resmi
wakil.
2. pelayanan, pelayanan berkaitan dengan keuntungan yang mungkin diberikan oleh wakil
terhadap terwakil. Untuk itu wakil perlu mengetahui keinginan terwakil melalui kontak
langsung/tidak langsung. Kontak-kontak ini bertujuan untuk memperoleh informasi
mengenai terwakil, dan inilah yang disebut tanggapan wakil bidang pelayanan.
3. pengalokasian kebutuhan publik, tanggapan wakil dilihat dari keuntungan yang mungkin
diterima terwakil dari keputusan yang dibuat oleh wakil. Keuntungan tersebut lazimnya
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diwujudkan oleh pelaksanaan kebijakan yang didukung oleh wakil, dan tentunya
keuntungan ini ada yang dapat dinikmati kolektif.
4. simbol-simbol. dimaksudkan supaya terwakil merasakan keterwakilan politik oleh wakil
yang dipercayainya. Hubunganpsikologis antara wakil dan terwakil ini bermanfaat untuk
mengukuhkan serta mengembangkan keakraban antara wakil dan terwakil. Oleh karena
itu wakil berusaha memperlihatkan hubungan simbolik antara sikap dan keputusannya
dengan terwakil terhadap semua fokus perwakilan yang dikembangkan.
Ke-4 komponen tanggapan ini dipengaruhi komunikasi antara wakil dan terwakil
untuk membangun rasa saling memahami, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau
kesenjangan perwakilan. Kontak antara wakil dan terwakil ini dipengaruhi fokus dan corak
perwakilan.
Analisa Pola KeterwakilanMasyarakat
Salah satu fungsi utama BPD adalahpenyalur aspirasi masyarakat, sehingga anggota
BPD diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam bentuk Peraturan
Desa. Tugas legislasi yang harus dilakukanBPD ini seharusnya dilakukan melaui proses
penjaringan aspirasi masyarakat terlebih dahulu, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tugas menjaring aspirasi masyarakat ini
dilakukan dengan tujuan untuk menjajagi informasi, isu, dan fakta yang ada di masyarakat,
mendiskripsikannya, serta memaparkannya. Fungsi ini akan berjalan runtut bila terwakil di
tingkat grassroot sadar dan dapat menyalurkan aspirasinya kepada wakil. Hal ini dapat
disalurkan melalui berbagai cara, misalnya dalam rapat RW, kelompok-kelompok pengajian,
posyandu, pertemuan karang taruna, dsb. Permasalahannya adalah apakah sarana-sarana
pertemuan informal ini masih dipelihara dengan baik di desa? Faktanya untuk daerah
pedesaan mungkin masih memelihara pertemuan informal tersebut. Namun demikian sangat
jarang sekali terjadi pertemuan yang khusus membahas kepentingan warga dengan
menghadirkan anggota BPD. Kalaupun ada pertemuan rutin formal BPDlebih sering
membahas isu-isu rutin, tanpa menyentuh persoalan masyarakat.
Struktur organisasi BPD menetapkan bahwa pimpinan dan anggota BPD tidak
diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) No.72/2005 tentang Desa ditentukan bahwa keanggotaan BPD ini
didasarkan pada jumlah penduduk desa, yang kemudian dijabarkan lagi dalamperaturan desa.
Contohnya,Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa yang
mengaturkeanggotaan BPDmenetapkan bahwa:
a. Jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa, 5 orang anggota.
b. Jumlah penduduk 4001 sampai dengan5600 jiwa, 7 orang anggota.
c. Jumlah penduduk 5601 sampai dengan7200 jiwa, 9 orang anggota.
d. Jumlah penduduklebih dari 7200 jiwa, 11 orang anggota.
Komposisi keanggotaan BPD dengan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa setiap
anggota BPD mewakili 800 penduduk.Tujuannya agar wakil dapat mendengar secara
langsung pihak terwakil, berdiskusi secara aktif untuk memecahkan persoalan warga,
sekaligussebagai penghubung aspirasi warga yang diwadahi dalam bentuk peraturan
desa.KeterwakilansetiapRW dalamBPD ini tidak harus diisi oleh Ketua RW, tetapi dapat
diisi oleh pemangku adat atau tokoh masyarakat berpengaruh. Tujuannyaagar tidak
381Innovative Governance
menimbulkankonflik kepentingan mengingat keberadaan RW lebih banyak dilihat sebagai
kepanjangan pemerintah desa, sedangkan BPD diharapkan dapatmenyalurkan aspirasi
masyarakat desa sekaligus kontrol terhadap pemeringah desa. Wakil dari setiap RW ini
dipilih atas dasarmusyawarah mufakat di antara warga RW yang bersangkutan, dan
dilakukan voting bila musyawarah mufakat mengalami kebuntuan. Demikian halnya
prosespenyaluran aspirasi dalam BPD, sangat menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat,
dan voting bila dalam kondisi memaksa.
Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Hasilpenelitian Susanti (2010)menunjukkan
bahwa peraturan desa seringkali tidak pernah disosialisasikan kepada warga, bahkan tidak
jarang warga tidak mengetahui substansi yang telah ditetapkan atau justru menolak secara
substansi peraturan desa tersebut. Terkait dengan fungsiwakilBPD bila dikaitkan
denganpendapat Sanit (1985)maka dapat dianalis sbb. (1) Sebagai pembuat peraturan,BPD
yang seharusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan berusaha memberdayakan warga
melalui pasal-pasal dari peraturan desayang dihasilkan, dalam kenyataannyaseringkalitidak
dapat melepaskan diri dari kepentingan yang lebih besar atau justru terbelenggu untuk lebih
memperjuangkan kepentingan individu/kelompoknya. (2) Fungsi keuangan yang tercermin
dalam peraturan desa tentang APBDesa merupakan cermin beban atau insentif masyarakat.
(3) Fungsi pengawasan dalam arti BPD mengawasi setiap pelaksanaan keputusan desa oleh
kepala desa, dan terakhir (4) Fungsi pemilihan pejabat artinya anggota BPDdapat
mengusulkanpengurusdalam organisasi masyarakat. Agar fungsi-fungsi tersebut berjalan
optimal, kuncinya ada pada kedekatan hubungan wakil dan terwakil dan
hubungankomunikasiyang terjalin secara intens. Kebijakan menurut Eulau dan Wahlke
dihasilkan karena adanya permintaan/interest/aspirasi masyarakat sebagai input proses
kebijakan. Interest dapat bermula dari hasrat/keinginan individu, namun anggota BPD harus
mampu menenjemahkannya sebagai public opinionmelalui proses aggregation
(pengumpulan). Komunikasi yang terjadi pada proses ini tidak hanya berupa tekanan, loby-
loby, serta kegiatan komunikasi antara wakil dengan masyarakat; tetapi juga dukungan
melalui kewenangan mengatur masyarakat melalui pasal-pasal peraturan desa.
Sifat kepemimpinan BPD adalah kolektif, sehingga keputusan BPD juga bersifat
kolektif.Komisi dapat dibentuk pada BPD, walaupun dalam praktiksering
terkendalakapasitasdan fasilitas yang tidak tersedia.Hal ini seringkali menyebabkan
berkurangnya motivasi anggota BPD melakukan peran. Jarangnya rapat formal warga baik di
tingkat RT, RW mengakibatkan akses BPD untuk mengetahui aspirasi warga menjadi
terbatasi, akibatnya usul peraturan desa dari BPD juga semakin kecil. Dampak yang lebih
luas lagi adalah produk-produk legislasi dalam bentuk peraturan desa juga kurang
memberdayakan masyarakat. Peraturan desa yang dihasilkan hanya bersifat mengatur dan
sifatnya acuan standar saja, kurang ada inovasi untuk memberdayakan masyarakat.
Perkembangan masyarakat dewasa ini yang kurang menstimulir ke arah yang lebih
baik, menghasilkan masyarakat desa yang apatis; serta frekuensi komunikasi anggota
BPDmelakukan dengar pendapat dengan masyarakat wilayahnyaberdampak pada produk-
produk legislasi yang dihasilkan oleh BPD.Kurangnya kapasitas BPD,belum kuatnya peran
pemerintah desadalammemberdayakan masyarakat, apatisme masyarakat berpotensi
melahirkan ketidaksadaran ketiganya (BPD, pemerintah desa, warga) tentanggaung
pemberdayaan desa yang bersumber dari produk kebijakan desa atau peraturan desa. Oleh
karena itu perlu kekuatan di luar desa untuk menjembatani kondisi statis ini. Dengan kata
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lain, demokrasi yang lahir di tingkat desa baru sebatas demokrasi formal/struktural, belum
menyentuh secara substansial.
BPD yang cenderung pasif menangani aspirasi masyarakat sebenarnya secara tidak
langsung mencerminkan orientasi para anggota BPD. Kapasitas BPD mempengaruhi
sensitifitas wakil dalam menangani isu yang berkembang. Secara teoritis, Sanit (1985)
membagi 4 tipe orientasi wakil dan terwakilyaitu: sebagai wali, utusan, politico,
danpartisipan. Berdasarkantipe tersebut, sebagian besar anggota BPD disinyalir tergolong
dalam tipe wali. Artinyaanggota BPDcenderung bertindak bebas atas nama kepentingan
wakil itu sendiri, sehingga pertimbangan/feeling sendiri yang digunakan dalam memberikan
persetujuan pada proses pengambilan keputusan peraturan desa. Tipe ini dipengaruhi oleh
pola komunikasi antara wakil dan terwakil.
Kesimpulan
Mekanisme penyaluran aspirasimasyarakat secara legal dan normatif diwadahi dalam BPD,
namun pada tataran praksis hal ini masih perlu dipertanyakan. Sebab format seperti ini bila
tidak dibarengi dengan kapasitas (BPD, pemerintah desa, masyarakat)justru melahirkan
demokrasi struktural di tingkat desa. Mengingat lemahnya kapasitas BPD, pemerintah desa,
dan sikap apatis masyarakat maka diperlukan mekanisme tertentu dari pemerintah tingkat
atas atau lembaga supra desa untuk menstimulus adanya perubahan ke arah inovatif yang
bisa memberdayakan ketiganya.
Pertimbangan atau feelingBPD sendiri dalam memberikan persetujuan pada proses
pengambilan keputusan peraturan desa mencerminkan bahwa pola keterwakilancenderung
bertipe wali.Artinya BPDcenderung bertindak bebas atas nama kepentingan
sendiri/kelompok dalam musyawarah mufakat atau voting dalam rapat BPD yang
mengahasilkan keputusan desa.
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